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Penyederhanaan birokrasi padainstansi pemerintah dilakukan dengan pemangkasan struktur organisas
menjadi dualevel, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Tindak Lanjut penyederhanaan
birokrasi dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi DK Jakarta dilakukan dengan memperhatikan
karakteristik DK Jakarta dan memperhatikan arahan pimpinan untuk memastikan jalannya pelayanan publik
tetap berjalan dengan optimal. Sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DK Jakarta masih
menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terus memproses penyusunan kebijakan
turunan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini menggunakan paradigma
post positivis dan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif untuk mendalami implementasi kebijakan
penyederhanaan birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyederhanaan
birokrasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dikemukakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980). Hasl
penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokras di lingkungan sekretariat
daerah belum sepenuhnya sesuai dengan model kebijakan yang diamanatkan pemerintah pusat dengan
adanya pembentukan unit kerja non struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan
penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap
percepatan pengambilan keputusan. Sementara dalam implementasinya banyak hambatan-hambatan seperti
kesenjangan TPP antara Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural, masih menjalankan pola organisasi yang
kaku dan tidak fleksibel, terbatasnya Jabatan fungsional yang sesuai tugas dan fungsi. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan penyederhanaan birokras seperti adanya pengaruh kepentingan pimpinan untuk
memastikan pelayanan publik tidak terhambat dan karakteristik organisas Setda DK Jakarta yang berbeda
dengan Perangkat Daerah lain. Perubahan yang terjadi dengan adanya penyederhanaan birokrasi masih
bersifat administratif dan legalistik dan belum berdampak pada percepatan pengambilan keputusan dan
percepatan pelayanan publik.

...... Simplification of bureaucracy in government agencies was carried out by cutting the organizational
structure into two levels, equalizing positions and adjusting work systems. The follow-up to the bureaucratic
simplification carried out at the DKI Jakarta Provincial Secretariat was carried out by paying attention to the
characteristics of DKI Jakarta and paying attention to the leadership's directions to ensure that public
services continued to run optimally. Until 2023, the DK Jakarta Provincial Government is still following up
on the bureaucratic simplification policy by continuing to process the preparation of derivative policiesto
adjust the work system to simplify the bureaucracy. This research uses a post-positivist paradigm and the
research was carried out using qualitative methods to explore the implementation of bureaucratic
simplification policies, the factors that influence the implementation of bureaucratic simplification policies
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and obstacles in implementing bureaucratic simplification policies at the DK Jakarta Provincial Secretariat
which were put forward using Merilee Sstheory. Grindle (1980). The research results show that the
implementation of the bureaucratic simplification policy within the regional secretariat is not fully in
accordance with the policy model mandated by the central government with the establishment of non-
structural work units as stipulated in Governor Regulation Number 57 of 2022 concerning Organization and
Work Procedures of Regional Apparatus. The research results show that the bureaucratic simplification
policy at the Regional Secretariat has not been able to have a positive impact on accelerating decision
making. Meanwhile, in its implementation there are many obstacles such as the TPP gap between Functional
Positions and Structural Positions, still implementing arigid and inflexible organizational pattern, limited
functional positions that suit their duties and functions. Factors that influence bureaucratic simplification
policies include the influence of leadership interestsin ensuring that public services are not hampered and
the organizational characteristics of the DK Jakarta Regional Secretariat which are different from other
regional apparatus. The changes that occur with the ssmplification of the bureaucracy are still administrative
and legalistic in nature and have not had an impact on accel erating decision making and accelerating public
Sservices.



